
MK Putus Gugatan Formula Bilangan Pembagi Pemilih
Jakarta. 25 Januari 2017 - Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan alas Pengujian
MaterIil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Urnum An9901a Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan
Peruakilan Daerah. dan Dewan Pemakilan RakyalDaerah (UU Feinilu) pada Rabu (2511). puku1,3.00 WIB
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Permohonan yang Ieregistrasi dengan nomor perkara 891PUU-XIV/2016 iru diajukan Dieh Syamsul Bachri Marasabessy
dan Yoyo Effendi selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA KOIa Depok Para
Feinohon merasa telah mengalami perlakuan diskriminatif dalam hal pembagian dan perolehan kursi DPRD KOIa
Depok dalam pemilu tahun 2014 dengan terdapalnya Irasa "di suatu daerah pemilihan" daiam Pasal I angka 31 dan
32. Pasa1 209 ayat (3). Pasa1 2.2. Pasa1 213. dan Pasa1 215 allnea pertaina. Selain iru para Pemohon juga menggugat
Pasa1 211 ayat (1) sepanjang Irasa "of daerah pemilihan" dan Pasa1 215 huruf b sepanjang Irasa "daerah pemilihan"
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Daiam dalil permohonannya. para Pemohon menyatakan bahwa selama pembagian dan penetapan perolehan kursi
hasil pemilu masih menggunakan melode Largesl Remainder (Hare Quo!a) yang telah dimodifikasi o1eh undang-
undang pemilu dengan perhilungan dasar berpaiokan kepada angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP), inaka
penyelenggaraan pemilu hanya akan menghasilkan kepulusan yang bersifat diskriminatifterhadap partai PCIilik peserta
Pemilu. Menurul Pemohon. dengan melode yang dipakai saat ini. para Pemohon selaku representasi DPC Partai
Hanura KOIa Depok dalam Pemilu 2014 hanya me inperoleh dua kursi d DPRD KOIa Depok, dan yang seharusnya
dapat mein peroleh jiga kursi. Lebih Ianjut para Pemohon mealelaskan bahwa Iumlah suara sah Partai Hanura d KOIa
Depok yang sia-sia dan dibuang tanpa keterwakilan chiembaga parlemen daerah KOIa Depok adalah sekilar 25,760
suara. Haliniterjadi karena pada saat perhitungan. perolehan suara tidak dimlung akibal Partai Hanura lidak
me inperoleh kursi of empat daerah pemilihan. Para Pemohon menambahkan. hasi! yang Iebih adjl akan diperoleh Iika
melode penghilungan dalam UU Pemilu menggunakan BPP Tunggal yang diperoleh dari hasil pembagian Iumlah suara
sah dengan jumlah kursi. Karena dengan ruinusan tersebut hanga satu kursi akan sama dengan nila BPP Tunggal
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Dengan mengajukan permohonan In I. para Pemohon berharap agar Mahkamah menyalakan ketentuan Menyatakan
Pasal I angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "of suatu daerah pemilihan". dan Pasa1 209 ayat ayat (3) sepanjang
frasa "of suatu daerah pemilihan" dan Irasa "di satu daerah pemilihan" Pasa1 211 ayat (1) sepanjang frasa 'di daerah
pemilihan". Pasa1 2.2 sepanjang frasa "di suatu daerah pemilihan'. Pasa1 213 sepanjang frasa "disuatu daerah
pemilihan". dan Pasa1 215 alinea pertaina sepanjang Irasa "di suaiu daerah pemilihan" dan Pasa1 2.5 huruf b
sepanjang frasa "daerah pemilihan" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Urnum An9901a Dewan
Perwakilan Rakyat. Dewan Peruakilan Daerah, Dewan Peruakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945
dan tidek me in punyai kekuatan hukum mengikal

Menanggapi permohonan tersebut. malelis hakim meminta Pemohon unluk menegaskan kedudukannya, apakah
sebagai perorangan ataukah mewakili partai polltiknya. Karena perbedaan kedudukan hukum tersebut akan meinbawa
konsekuensi yang berbeda pula Ierhadap kerugian konstitusional yang diderita o1eh pemohon. Selain itu. Malelis Hakim
juga mengingatkan pemohon untuk mengidentifikasi permohonannya sebagai persoalan pengujian undang-undang
ataukah sebagai persoalan legal polity yang diambi1 o1eh pembenluk undang-undang. Karena sepanjang menyangkut
legal policy. Mahkamah lidak bisa menilai pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Nina A. )
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentsng Perubahan alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstltusl. Mahkamah
tonsiltusl beMenang mengadill pada tingkat pertaina dan terakhlr yang putusannya he'sfor final untuk mengujl undang-undang rerhadap Undang-
Undang Dasar. mematus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya dlberikan Dieh Undang. Undang Dasar, meinurus pembubaran
panel punch, dan memorus persellslhan tentang hasil pemllihan urnum, gem wailb memberIkan putusan atas pendapa. Dewan Pemakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran DIEh Presiden dan/ateu Wekll Presiden menu, ut Undang. Undang Dasar. Untuk informasileblh lainut, SIIakan menghubungi
Humas Mahkamah Konstitusi Republlk Indonesia. Telep, nibks 0812/017130/ 0213512456. pin bb: 5M23606 Twitter. @Humas_MKRl. Laman
WWW. in fi' fit"14 I

f~


